ABSTRAK

Ketidak jelasan pengaturan defenisi prinsip kebaruan menimbulkan ketidak
pastian hukum, karena tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2000 tentang Desain Industri yang mencantumkan penjelasan mengenai prinsip kebaruan
(novelty) dari sebuah desain industri yang terdaftar, dalam penegakan hukumnya
penafsiran terhadap ketentuan tentang prinsip kebaruan desain industri diserahkan kepada
hakim dalam proses pengadilan jika terjadi sengketa. Ini menunjukkan bahwa
penggunaan desain industri kemasan yang digunakan untuk memproduksi, mengedarkan,
memasarkan dan memperdagangkan produk industri, tidaklah mudah dibuktikan siapa
yang mempergunakan desain industri pertama kali, mengingat sistem pendaftaran desain
industri di Indonesia yang menganut sistem konstitutif, siapa yang mendapat/
memperoleh sertifikat desain industri dari Kementrian Hukum dan HAM adalah
pemegang Hak Desain Indutri, walaupun dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mensyaratkan adanya prinsip kebaruan
(novelty) dari desain industri yang didaftarkan.Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian
ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana prinsip kebaruan dalam
pendaftaran desain industri di Indonesia. dan untuk mengetahui apa pertimbangan hukum
hakim dalam Putusan Nomor. 02/PDT.SUS/2017, sudah sesuai dengan prinsip kebaruan
dalam pendaftaran desain industri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, yang
digunakan untuk mengetahui dan menganalisis berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan denganprinsip kebaruan dalam pendaftaran desain industri di
Indonesia  dan  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  Putusan ~ Nomor.
02/PDT.SUS/2017,sudah sesuai dengan prinsip kebaruan dalam pendaftaran desain
industri.

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu disimpulkan bahwa prinsip
kebaruan dalam pendaftaran desain industri di Indonesia adalah hak Untuk desain industri
di Indonesia yang hanya diberikan kepada desain baru yang terdaftar untuk pertama
kalinya atau dikenal sebagai istilah (first to file), kecuali bisa dibuktikan sebaliknya.
Karena itu, pendesainnya akan mendapatkan Perlindungan negara untuk desainnya
setelah melalui pendaftaran pada instansi yang resmi dan berwenang yaitu, Direktorat
Jenderal HKI.Dan,Terdapat saran yaitu ,butuh adanya sebuah perubahan Beberapa
ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000.Tentang desain industri terutamaPada
ketentuan yang berkaitan dengan standar dari kebaruan desain itu yang difokuskan,Hal ini
mengharapkan agar Direktorat Jenderal HKI untuk lebih berhati-hati dan teliti ketika
membuat pemeriksaan substantifyang diajukan pendaftarannya agar tidak terjadi
permasalahan yang sama.
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